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TAHUN 2021 - 2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NUNUKAN,

Menimbang : a. Bahwa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Nunukan Tahun 2021-2026 sebagaiman telah
ditetapkan dengan Perturan Daerah Kabupaten
Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Nunukan Tahun 2021-2026 yang menggambarkan Visi,
Misi, Tujuan, Sasaran serta Kebijakan dan Program
sebagai pedoman dalam melaksanakan Tugas dan
Fungsi, maka dipandang perlu untuk meyusun Rencana
Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja sesuai
dengan tugas dan fungsi yang diberikan;

b. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pegendalian
dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi
rancangan peraturan daerah tentang rencana
pembangunan jangka panjang daerah dan rencana
pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara
perubahan rencana pembangunan jangka menegah
daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan b, perlu untuk



Mengingat

menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Nunukan tentang Rencana Strategis
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun

2021 - 2026;

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3962);

Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007



10.

11.

12.

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang — Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaiman telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 9 Tahun 2015
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4737);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang tata cara perencanaan, pegendalian dan evaluasi
pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan
peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka
panjang daerah dan rencana pembangunan jangka
menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana
pembangunan jangka menegah daerah, dan rencana kerja

pemerintah daerah;



20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
Tentang  Klasifikasi, @ Kodefikasi dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinisi Kalimantan Utara Tahun 2016 -
2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun
2016 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025;
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun
2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Nunukan;

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun
2021 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2021 - 2026;



Memperhatikan :

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang
kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daderah;

3. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 59 Tahun 2021
tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan
fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Nunukan.

MEMUTUSKAN :

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah
merupakan dokumen Perencanaan yang berisi penjabaran
strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Nunukan yang penyusunannya berpedoman
pada Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 dan
ketentuan — ketentuan yang berlaku.

Isi dan wuraian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat
Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026
sebagaimana tercamtum dalam lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.



KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nunukan
Pada tanggal : 28 Desember 2021

KEPALA SATJAN,

NIP. 19621231 198512 1028

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

Bupati Nunukan di-Nunukan.

Ketua DPRD Kabupaten Nunukan di-Nunukan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan di-Nunukan.

Asisten Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Nunukan di-Nunukan
Inspektur Inspektorat Kabupaten Nunukan di-Nunukan.
Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Nunukan di-Nunukan
Arsip.
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